
BUPATI BUNGO 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI BUNG0 
NOMOR l62/DPMPTSP TAHUN 2022 

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BUNGO 

BUPATI BUNGO, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan asas penyelenggaran pemerintahan yang 
baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai 
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiapP 
penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Bupati Bungo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan 
Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, Standar 
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
Tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 
Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bungo; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pe 
Atas Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679; 

abahan Kedua 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelayanan 
Publik); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 

6.Peraturan.........2 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37); 

8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan 
Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 9) 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN 

BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BUNGO. 

dan Non Perizinan :Standar Pelayanan Perizinan Berusaha 
Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
:Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

meliputi: 

KESATU 

KEDUA 

a. dasar hukum. 
b. persyaratan. 
C. sistem, mekanisme dan prosedur. 

d. jangka waktu penyelesaian. 

e. biaya/tarif. 
f. produk pelayanan. 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. 

h. kompetensi pelaksana. 
1. pengawasan internal. 

j. penanganan pengaduan saran dan masukan. 

k. jumlah pelaksana. 
1. jaminan pelayanan. 
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dan 

n. evaluasi kinerja pelaksana. 

:Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, 
wajib dilaksanakan oleh penyelengara/pelaksana dan sebagai 
acuan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, 
aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

KETIGA 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkarn. 

Ditetapakan di Muara Bungo 
Padatangal 20-S 2022 

BUPATI BUNGO, 

w 

B UN J HMASHURI 



LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN BUPATI BUNG 
NOMOR /DPMPTSP TAHUN 2022 

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BUNGO. 

STANDAR PELAYANAN 

Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan 
memperhatikan dengan kemampuan standar pelayanan 

kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat. 
penyelenggara, 

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah terjangkau dan terukur. 

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo telah menyusun dan 
menetapkan secara Bersama Standar Pelayanan dengan unsur masyarakat yaitu 
tokoh masyarakat, pihak perguruan tinggi, wartawan/media massa dan OPD 
Teknis terhadap 75 jenis Perizinan dan Non Perizinan yang mana menghasilkan 
kesepakatan untuk penyelesaian perizinan yang sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 
dengan 14 (empat belas) komponen Standar Pelayanan. 

Adapun 14 (empat belas) komponen Standar Pelayanan sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum. 
adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelengaraan 
pelayanan. Sebagai Dasar hukum penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo sebagaimana termaktub pada 
Peraturan Bupati Bungo Nomor 88 
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 
Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Bungo. 

Tahun 2020 Tentang Pendelegasian 

2. Persyaratan. 
adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

teknis persyaratan 
tuntutan yang 

proses penyelenggaraan 

suatu jenis pelayanan baik persyaratan maupun 
pelayanan merupakan suatu administrasi. Persyaratan 

diperlukan (harus 
pelayanan sesuai ketentuan yang perundangan yang berlaku. Persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis untuk memperoreh jenis pelayanan telah 
ditetapkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bungo dan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. 

dipenuhi/dilakukan) dalamn 

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. 

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang 
harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan 

pelayanan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur ini bersifat sederhana, tidak 

berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

4. Jangka Waktu Penyelesaian 
adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo telah menetapkan jangka waktu 

penyelesaian sesuai dengan jenis izinnya. 
5.Biaya..........2 
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5. Biaya/Tarif. 

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan yang besarnya 
telah ditetapkan berdasarkan Musyawarah antara penyelenggara dengan 

masyarakat. 
6. Produk Pelayanan. 

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Produk Pelayanan dapat berupa penyediaan atau 
pengadaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan 
diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan 
undangan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan harus dapat dijaman kualitasnya, yang meliputi 
a. Kepastian hukum, diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

berlaku. 
b. Kemanan, layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan tanpa ada 

kesalahan pembuatan data, salah tulis. 
C. Keselamatan, 

penggunannya dijamin/materialnya baik dan tidak rusak 

perundang-

layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan bagi 

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas. 
adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 
Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang 
digunakan dalam proses memproduksi, 
pelayanan antara lain 

a. meja kerja. 
b. meja FO (front office). 
C. kursi kerja. 
d. kursi ruang tunggu. 

filling cabinet. 
f. 

menyediakan, atau memberikan 

e. 

mesin ketik. 
g. mesin hitung. 
h. lemari arsip. 
i. komputer. 

j. laptop. 
k. jaringan internet (wi-fi). 
. telepon. 
m. faximille. 
n. televisi. 

o. kendaraan roda 2 dan roda 4. 
p. alat tulis kantor. 
q. air conditioner (ac). 
r. meja dan kursi rapat. 

s. meja dan kursi tamu. 
tape recorder, dll. t 

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang 
mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan 
secara baik dar 
a. instalasi listrik. 

ptimal, antara lain: 

b. air. 

ruang kerja. 
d. ruang rapat/pertemuan. 
e. ruang penyimpanan arsip/dokumen. 

f. ruang tunggu. 
g. ruang konsultasi. 
h. ruang ibadah. 

i. ruang pelayanan. 
J. ruang pemrosesan, dll. 

C. 

8.Kompetensi.......3 
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8. Kompetensi Pelaksana. 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 
keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Kompetensi yang dimiliki oleh para 
Pelaksana pada dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : 

a. Syarat Jabatan yang harus dipenuhi: 
1). Eselon II. B 
2). Eselon IlI. A dan Eselon l. B 
3). Esclon IV. A 

b. Pendidikan Formal. 
1). Strata 2 ($2) 
2). Strata 1 (S1) 
3). Diploma lII (D.II) 

4). SLTA/sederajat. 
c. Pendidikan dan Pelatihan. 

1). Diklat Struktural. 
.Diklat Kepemimpinan Tingkat I. 
.Diklat Kepemimpinan Tingkat I. 
.Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. 

2). Diklat Teknis/Fungsional. 
.Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal. 
Diklat PTSP Bidang Perizinan. 
Pelatihan OSS dan SiCantik. 

9. Pengawasan Internal. 
adalah sistem pengendalian intern dan pengawasn langsung yang dilakukan 
oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan 
Internal merupakan pengawasan yang difokuskan 
pengendalian internal 

penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai 
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk itu sangat diperlukan 
pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan terhadap 
bawahannya 
kesalahan/penyimpangan, membangun dan membina iklim dan budaya kerja 
yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif. 
Pengawasan internal yang dilaksanakan adalah berupa pengawasan melekat 
yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut 
aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 
dilaksanakan setiap hari, agar pelaksanaan tugas yang diberikan kepada 

bawahannya dapat berjalan secara efektif dan efesien. 

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. 
adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kiritikan, 
saran/usulan dari masyarakat sebagai sebagai reaksi terhadap permasalahan 
yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting 
untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya 
perbaikan kebijakan pelayanan kedepan. Untuk memperoleh umpan balik dari 
masyarakat atas pelayanan yang diberikan telah disediakan akses kepada 
masyarakat untuk memberikan informasi dalam bentuk pengaduan pelayanan, 
maka DPMPTSP telah membuat tata cara penanganan pengaduan pelayanan 
yaitu sebagai berikut 

a. pengaduan dari masyarakat/setiap orang yang dirugikan atau pihak lain 
yang menerima kuasa untuk mewakilinya (pengadu/ pelapor) mengenai 
penyelenggaraan pelayanan dapat di sampaikan secara lisan atau tertulis 
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bungo melalui petugas yang menangani urusan pengaduan baik 
secara langsung atau melalui media yang tersedia baik itu memalui surat, 
telepon, sms, email maupun kotak pengaduan; 

sebagai manajemen 
menjamin yang berperann untuk aktivitas 

untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi 

b.petugas.. ...4 
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melakukan data dan b. petugas 

mempelajari laporan pengaduan; 
c. petugas penerima pengaduan memberikan keterangan kepada pelanggan 

yang memberikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis_berdasarkan 
data yang tersedia di inas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Bungo; 
d. untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian 

disampaikan kepada pejabat yang menangani pengaduan pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo; 
e. pejabat yang menangani pengaduan pada Dinas Penat 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Tim Kerja Teknis untuk 

melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan; 
f. melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan lapangan kemudian 

ditindaklanjuti oleh Pejabat yang menangani urusan pengaduan pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuat 

draft surat tanggapan /jawaban yang memuat kesimpulan dan saran 

penanganan masalah kemudian 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk ditandatangani; 

g. surat tanggapan/jawaban kemudian dikirimkan kepada pengadu/pelapor 
dan instansi terkait. 

penerima pengaduan pengumpulan 

aman Modal dan 

disampaikan kepada Kepala Dinas 

11.Jumlah Pelaksana. 
adalah Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan 

tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. Dalam penyelegaraan pelayanan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung 
oleh pelaksana sebanyak 41 orang yang tersebar di Sekretariat, Bidang 

Penanaman Modal, 
Pengaduan dan Pengendalian, dimana pembagiannya disesuaikan dengan 

keahlian teknis dan administrasi serta beban kerja dimasing-masing bidang. 

Bidang Pelayanan Perizinan, dan Bidang Informasi, 

12. Jaminan Pelayanan. 
adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan. Dalam rangka peningkatan kepuasan kepada masyarakat terhadap 

pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu, apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan dokumen 

perizinan langkah yang diambil 

terhadap pemohon melalui sms atau telepon. 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan. 
adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari 

terlebih dahulu melakukan pemberitahuan 

resiko keragu-raguan. Untuk menjamin keamanan dan 
bahaya, dan 

kesclamatan pelayanan kepada pemohon telah menetapkan petugas keamanan 
dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan 

tugas pokok yang ditelah ditetapkan yaitu melakukan Penerbitan Dokumen 

Perizinan dalam bentuk Surat Keputusan. Sehingga dengan adanya legalitas 

perizinan berupa Surat Keputusan yang dibutuhkan Investor/pemohon adalah 

salah satu jaminan keamanan. 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana. 

adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat 

keakuratan dan ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun 

sehingga 
dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, 

organisasi dapat berjalan secara efesien dan efektif. Upaya evaluasi dilakukan 

mengetahui untuk 
periodik 

dan 

berkesinambungan 
keberhasilan dan 

dan harus secara 
atau mengetahui mengukur perkembangan 

hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar 

pelayanan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk menjaga 

dan meningkatkan kinerja pelayanan. Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap 

pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan melalui : 

a.Pelaksanaan....5 
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a. Pelaksanaan Rapat staf lengkap memalui pertemuan secara berkala setiap 3 

bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
yang telah diberikan dan untuk segera ditindak lanjuti apabila terdapat 
kendala dan permasalah baik dalam pemberian pelayanan perizinan maupun 
tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat. 

b. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Bungo baru dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mempedomani 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 
tentang tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menyatakan salah satu metode 
evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam 
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ada 9 (sembilan) unsur yang 

dinilai yaitu: 
1. Persyaratan Pelayanan 

2. Prosedur Pelayanan 

3. Waktu Pelayanan 

pada Dinas 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
6. Kompetensi Pelayanan 

7. Perilaku Pelayanan 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

c. Melakukan penilaian kinerja pelaksana pelayanan dengan ketentuan bagi 

pelaksana yang dalam pelaksanaan tugas bertugas dengan penuh rasa 
tanggungjawab disiplin, loyalitas terhadap atasan, jujur, kerjasama dan 
prakarsa/inisiatif maka akan diberikan penghargaan dan bagi pelaksana 
pelayanan 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal yang 

Publik. 
d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembarngan 

investasi PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bungo. 
e. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

PBUPATI BUNGo, 

B 
N HMASHURI 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN BUPATI BUNGo 

NOMOR 162 /DPMPTSP TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BUNGO. 

DASAR HUKUM, PERSYARATAN, WAKTU PENYELESAIAN, 
BIAYA/TARIF DAN MASA BERLAKU 1ZIN 

A. PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 
1. PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO RENDAH. 

Dasar Hukum: 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 

Persyaratan 
1. Data pemohon 
2. KTP; dan 
3. NPWP 
4. BPJS Ketenagakerjaan 
5. BPJS Kesehatan 

Tahapan Proses 
1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id untuk 

mendapatkan hak akses 
2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password 
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA 

4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Risiko Rendah, setelah data 

pelaku usaha data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB otomatis dari 
aplikasi OSS RBA 

- Waktu penyelesaian 

1. Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung atau 
beroperasi dan tidak ada perubahan. 

2. Batas waktu penyelesaian izin paling lama 1 (satu) hari kerja apabila 
persyaratan dinyatakan lengkap 

- Biaya: Tidak dikenakan biaya (Gratis). 

2. PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH. 

- Dasar Hukum 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 
- Persyaratan 

1. Data Pemohon 
2. Data Usaha 
3. KTP 
4. NPWP 
5. BPJS Ketenagakerjaan 
6. BPJS Keschatan 

Tahapan Proses 
1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id untuk 

mendapatkan hak akses 
2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password 
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA 
4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Menengah Rendah, 

setelah data pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan 
NIB dan Sertifikat Standar Otomatis dari aplikasi OSS RBA 

Waktu... 



Waktu Penyelesaian 
Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung 
atau beroperasi dan tidak ada perubahan 

2. 

1. 

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 1 (satu) hari kerja apabila 

persyaratan dinyatakan lengkap 
Biaya: Tidak dikenakan biaya (Gratis). 

3. PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKo MENENGAH TINGGI. 

Dasar Hukum: 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

Persyaratan 
1. Data Pemohon 
2. KTP 
3. NPWP 

4. Persyaratan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerinta Noomor 5 
Tahun 2021 
BPJS Ketenagakerjaan 

6. BPJS Kesehatan 
5. 

Tahapan Proses 
1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id 

untuk mendapatkan hak akses 
2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password 
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA 
4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Menengah Tinggi, 

setelah data pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan 
NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. 

5. DPMPTSP dan Tim Teknis/OPD Teknis melakukan pemeriksaan secara 
berkala pada aplikasi OSS RBA untuk melihat permohonan perizinan 
terutama pada kolom Verifikasi Pemenuhan Persyaratan. 

6. DPMPTSP dapat menginformasikan kepada Tim Teknis/OPD teknis 
terkait, bahwa terdapat permohonan yang memerlukan verifikasi di 
aplikasi OSS RBA 

Tim Teknis/OPD teknis melakukan pemeriksaan dokumen pada sistem 
OSS RBA sesuai hak akses turunan yang diberikan 

8. Tim Teknis/OPD teknis melakukan verifikasi teknis tentang pemenuhan 
persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, evaluasi teknis serta 
melaksanakan peninjauan lapangan apabila dibutuhkan. 

9. Apabila berdasarkan 

Teknis, 
permohonan dikembalikan ke pemohon 

10. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi 
sudah memenuhi persyaratan, DPMPTSP melakukan persetujuan 
permohonan, Sertifikat Standar kemudian terbit dan telah terverifikasi. 

11. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Resiko Menengah Tinggi, 
setelah Kepala Bidang Perizinan selaku penggua hak akses turunan unit 
perizinan melakukan Persetujuan 
verifikasi lapangan dan rapat tim teknis) 

Waktu Penyele saian 
1. Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung 

atau beroperasi dan tidak ada perubahan 
2. Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 (Lima) hari kerja apabila 

persyaratan dinyatakan lengkap. 
Biaya: Tidak dikenakan biaya (Gratis). 
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verifikasi dan evaluasi dari Tim Teknis/OPD 
belum memenuhi permohonan dinyatakan persyaratan, 

Tim Teknis dinyatakan 

Permohonan(dapat dilakukan 

4.PERIZINAN.......3 
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4. PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI. 

Dasar Hukum: 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahu 

Risiko. 
2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 

Persyaratan 
1. Data Pemohon 
2. KTP 
3. NPWVP 
4. Persyaratan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerinta Noomor 5 

Tahun 2021 
5. UMKU Kalau diperlukan 
6. BPJS Ketenagakerjaan 
7. BPJS Kesehatan 

Tahapan Proses 
1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id 

untuk mendapatkan hak akses 
2. Pemohon mendapatkarn hak akses berupa username dan password dari 

sistem OSS 
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui laman OSS RBA 
4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Tinggi, setelah data 

pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB dan Izin 
yang belum terverifikasi dan belum disetujui. 

5. DPMPTSP dan Tim Teknis/OPD Teknis melakukan pemeriksaan 
secara berkala pada aplikasi OSS RBA untuk melihat permohonan 
perizinan terutama pada kolom Verifikasi Pemenuhan Persyaratan dan 
PB-UMKU. 

6. DPMPTSP dapat menginformasikan kepada Tim Teknis/OPD teknis 
terkait bahwa terdapat permohonan yang memerlukan verifikasi di 
aplikasi OSS RBA. 

Tim Teknis/OPD teknis melakukan pemeriksaan dokumen pada sistem 
OSS RBA sesuai hak akses turunan yang diberikan. 

8. Tim Teknis/OPD teknis melakukan verifikasi teknis tentang pemenuhan 
persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, dan bila diperluka 
melakukan peninjauan lapangan. 

9. Bila berdasarkan verifikasi dan evaluasi teknis dari Tim Teknis/OPD 
Teknis dinyatakan permohonan belum 
permohonan dikembalikan ke pemohon 

10. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi 
/OPD Teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, DPMPTSP 
kemudian melakukan persetujuan permohonan. 

11. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Resiko Tinggi, Kepala 
DPMPTSP selaku pengguna hak akses utama melakukan Persetujuan 
Permohonan (dapat dilakukan verifikasi lapangan dan rapat tim teknis) 

12. Setelah DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan, surat izin 
diterbitkan otomatis oleh Sistem OSS RBA. 

13. Pemohon mencetak surat izin dari Sistem OSS RBA. 

dapat 

memenuhi persyaratan, 

teknis dari Tim Teknis 

Waktu Penyelesaian 
1. Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung 

atau beroperasi dan tidak ada perubahan 
2. Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja bila 

persyaratan dinyatakan lengkap 

Biaya 
-Tidak dikenakan biaya (Gratis). 

B.PELAYANAN....4 



B. PELAYANAN NON PERIZINAN BERUSAHA 
1. 1ZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL 

Dasar Hukum: 
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 
Pendidikan Dan Kebudayaan. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB, dan Komitmen Izin. 

3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya. 
4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

5. Fotokopi lzin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) atau SPPL. 

6. Fotokopi Izin Lokasi bila luas lahan lebih dari 1 Ha (satu Hektar). 
7. Proposal Teknis berupa Dokumen hasil studi kelayakan (tata ruang, geografis dan 

ekologis, pendaftar, keuangan, - 11-a kat dan budaya, perimbangan jumlah 

sekolah dengan penduduk usia sekolah, prakiraan jarak satuan pendidikan yang 

diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal yang sejenis, kapasitas daya 
- 11 -a kata, prakiraan pembiayaan untuk 1 tahun akademik dan dokumen 

- 11 -a katas tanah dan bangunan), isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi 

pendidik/ tenaga, sarana dan prasarana, pembiayaan, system evaluasi dan 

sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan. 

8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Izin berlaku selama Penyelenggaraan Pendidikan berjalan. 

2. 1ZIN PENEYELENGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 

Pendidikan Dan Kebudayaan 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB, dan Komitmen Ilzin. 

3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya. 

4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
5. Fotokopi lzin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) atau SPPL. 

6. Fotokopi Izin Lokasi bila luas lahan lebih dari 1 Ha (satu Hektar). 

7. Proposal Teknis berupa Dokumen hasil studi kelayakan (tata ruang, geografis dan 

ckologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya, perimbangan jumlah sekolah 
dengan pernduduk usia sekolah, prakiraan jarak satuan pendidikan yang 
diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal yang sejenis, kapasitas daya, 

prakiraan pembiayaan untuk 1 tahun akademik dan dokumen hak atas tanah dan 
bangunan), isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik/ tenaga, sarana dan 

prasarana, pembiayaan, system evaluasi dan sertifikasi, manajemen dan proses 
pendidikan. 

8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 7 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : lzin berlaku selama Penyelenggaraan Pendidikan berjalan. 

3. IZIN.......... 
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3. IzIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (RS Pemerintah Non BLUUD) 

Dasar Hukum: 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 

Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB, dan Izin yang belum efektif. 

3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya. 
Fotokopi Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kabupaten Bungo. 

5. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB). 
6. Fotokopi Izin Lingkungn (AMDAL/UKL-UPL). 

7. Fotokopi Izin Lokasi bila luas lahan lebih dari 1 Ha (satu Hektar). 
8. Fotokopi Sertifikat/bukti kepemilikan tanah, dan Surat perjanjian sewa 

menyewa bila tanah dan atau bangunan milik pihak lain. 

9. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari Feasibility Study, 

Master plan, dan Detail Engineering Design. 

10. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan. 
11. Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Pemerintah apabila 

4. 

merupakan BUMN/BUMD/BLUD. 
12. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 30 Hari Kerja 
Biaya Tidak Ada Biaya. 

Masa Berlaku lzin : Izin Berlaku selama Kegiatan Rumah Sakit berjalan. 

4. 1zIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (RS Pemerintah Non BLUD) 
- Dasar Hukum 

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Komitmen zin Operasional. 

3. Fotokopi lzin Mendirikan Rumah Sakit. 

4. Fotokopi Sertif+kat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF 
5. Profil Rumah Sakit meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi, 

dan Struktur Organisasi. 
6. Isian instrument Self Assessment sesuai kualifikasi Rumah Sakit meliputi 

Pelayanan, sDM, Peralatan (medis dan non medis), Bangunan dan Prasarana. 

7. Gambar Desain (Blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana 

pendukung. 
8. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan. 

9 Dokumen Administrasi (Peraturan internal Rumah Sakit/Hospital Baylaws, 
Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pemeriksaan Internal, SIP dan STR 

SDM, Standart Operasional Pelayanan/SOP Kredensial Staf Medis. 

10. Berita Acara hasil uji/kalibrasi fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan 

berkas izin pemanfaatan. 
11. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan 

pihak lain yang telah memiliki lzin Pengelolan Limbah. 

12. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

13. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 
14. Sertifikat Akreditasi (Untuk Perpanjangan lzin Operasional). 

-Jangka Waktu Penyelesaian: 30 Hari Kerja 

-Biaya.... ..6 
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Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin:5 Tahun. 

5. 1ZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAs 
Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 

Fotokopi KTP Penanggung-jawab/Kapuskesmas. 
Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Fotokopi Izin Lingkungan (UKL-UPL) atau SPPL. 

5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah. 

6. Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas. 
7. Studi kelayakan 

akan dikembangkan. 
untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau 

3. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, 
peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian. 

9. 

bangunan, prasarana, 

Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 
Jangka Waktu Penyelesaian : 14 Hari Kerja. 

Biaya: Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: 5 Tahun 

6. 1ZIN PRAKTIK DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, dan DOKTER SPESIALIS 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 

Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter yang diterbitkan dan dilegalisir 

Asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDI/PDGI). 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat Dokter bekerja di 
pemerintah/sarana kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 
11. Surat Izin Praktik Dokter yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

sarana 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
- Biaya Tidak Ada Biaya. 

- Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

7. 12IN PRAKTIK BIDAN 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 
Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 

Persyaratan: 
Surat Permohonan. 1. 

2. Fotokopi KTP. 
3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Potokopi Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku dan dilegalisir 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8.Surat Izin....... 



8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 
kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9 Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR 

8. 1ZIN PRAKTIK PERAWAT 

Dasar Hukum 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 

Keperawatan. 
Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 
3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) yang masih berlaku dan 

dilegalisir Asli. 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing3 (tiga) lembar 
Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo 
11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian :5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR. 

9. 1ZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT 

- Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut. 

Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) yang masih 

berlaku dan dilegalisir Asli. 
Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 

Blaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 
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10. 1zIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIs 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis. 

- Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 

Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku dan 

dilegalisir Asli. 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri (Untuk Izin Praktik), atau 

Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya 
(Untuk Izin Kerja). 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 
11. Surat Izin Praktik/Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

11. 1ZIN PRAKTIK APOTEKER 

Dasar Hukum: 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89/Menkes/Per/V/ 

2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

89/Menkes/Per/V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga 

Kefarmasian. 

-Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4 Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku dan 

dilegalisir Asli. 

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8 Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

12.1ZIN. 9 *****'****** 
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12. 1ZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 

Dasar Hukum 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

89/Menkes/Per/V/ 2011 Tentang Registrasi, lzin Praktik, dan Izin Kerja Tenagaa 

89/Menkes/Per/V/ 

Kefarmasian. 

Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang 

masih berlaku dan dilegalisir Asli. 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 
Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 
11. Surat zin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

3. 

9 

13. 1ZIN PRAKTIK /KERJA TENAGA GIZI 

- Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan dan Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTG2) yang masih berlaku dan 

dilegalisir Asli. 

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri (Untuk Izin Praktik), atau 

Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya 

(Untuk Izin Kerja). 
Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 6. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar 
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 
Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik/Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

9. 

Jangka Waktu Penyele saian : 5 Hari Kerja. 
Blaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR. 

14. 1ZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS 

Dasar Hukum 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris. 

-Persyaratan.... I10 
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- Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien atau Optometris 

(STRRO/STRO) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli. 

5. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar 
8. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
9 Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupatern Bungo. 
10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

15. 1ZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 

- Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 

Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium 

Medik. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 
3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi 

(STR-ATLM) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli. 
Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 5. 
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 1. 
Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 8. 
kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian:5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

16. 1ZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI 

- Dasar Hukum: 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi. 

Persyaratan : 
Surat Permohonan. 1. 

Fotokopi KTP. 

3 Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) yang masih berlaku 

dan dilegalisir Asli. 

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

2. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah /sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9.Surat.....ll 
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9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat lzin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR. 

17. 1ZIN PRAKTIK /KERJA TERAPIS WICARA 

- Dasar Hukum 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

Fotokopi KTP. 

Fotokopi jazah dilegalisir. 
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara (STRTw) yang masih berlaku 

dan dilegalisir Asli. 
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik mandiri (Untuk lzin Praktik), atau 

Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya 
(Untuk Izin Kerja). 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 

kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik/Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyele saian 5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 

Masa Berlaku Izin : Sama dengan masa berlaku STR. 

18. 1ZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 
Tentang zin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis. 

-Persyaratan: 
1 Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) yang masih berlaku dan 
dilegalisir Asli. 

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana 
pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya. 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja di sarana pemerintah/sarana 
kesehatan lainnya (khusus untuk Praktek Mandiri). 

9 Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

11. Surat lzin Praktik yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

7 

-Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
Biaya: Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

19.1ZIN.............. I2 
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19. 1ZIN KERJA PEREKAM MEDIs 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. 

- Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 

4. Fotokopi STR Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisir Asli. 

Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya. 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

20. 1ZIN KERJA RADIOGRAFER 

Dasar Hukum 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer. 

-Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
4. Fotokopi STR Radiografer (STRR) yang masih berlaku dan dilegalisir Asli. 
5. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya. 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: Sama dengan masa berlaku STR. 

21. 1ZIN KERJA TENAGA SANITARIAN 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian. 

Persyaratan: 
1. Surat Per ohonan. 

Fotokopi KTP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 
Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS) yang masih berlaku 

dan dilegalisir Asli. 

5. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat kerjanya. 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 

9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

10. Surat Izin Kerja yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

-Jangka waktu.... 13 
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Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Potokopi KTP dan NPWP. 
3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 

Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan. 
5. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan dari Dinas 

Peternakan. 
6. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (PDHI). 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 
8. Surat izin dari pimpinan instansi tempat Dokter Hewan bekerja di sarana 

pemerintah. (Untuk Praktek Mandiri). 
9. Surat Keterangan sehat dari Dokter. 
10. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. 

11. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang lama bagi yang mengurus Perpanjangan. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
Biaya: Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku lzin :5 (lima) Tahun 

25. 1ZIN PRAKTEK PARAMEDIK VETERINER (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR) 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 

-Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP dan NPWP. 

3. Fotokopi ljazah dilegalisir. 

4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Sesuai Bidang Masing-masing. 

5. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik 

Veteriner dari Dinas Peternakan. 

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner (dikecualikan 

bagi Daerah yang belum memiliki Organisasi Paramedik Veteriner). 

7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 (tiga) lembar. 

8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 

Masa Berlaku Izin: 5 (lima) Tahun 

26. 1ZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN 
-Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 
Republik lndonesia Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan 
Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan yang berisi data dan identitas pemohon sesuai dengan 

Formulir A.1 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010. 
2. Fotokopi KTP, NPWP, dan lzin Usaha. 
3. Fotokopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum. 

4. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga 

bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/ 

bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas 

segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana 
atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang 

dimohon sesuai dengan Formulir A.2 Permen PUPR No. 20/PRT/M/2010. 

5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan 

yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan 

jaringan utilitas. 

6.Dokumen...........T 
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6. Dokumen persyaratan teknis, yang terdiri dari data lokasi, rencana teknis, 

metode pelaksanaan, dan jadwal waktu pelaksanaan. 

Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan Bank serta 

polis asuransi kerugian pihak ketiga. 

Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Bungo. 

7. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja. 

Biaya: Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : Bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 
tahun, bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 tahun, 
bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 tahun. 

27. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

- Dasar Hukum: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan Reklame. 

Persyaratan: 
Surat Permohonan. 1. 

Fotokopi KTP dan NPWP. 
3. Data/Keterangan tentang Titik Lokasi Reklame yang dimohonkan. 

4. Gambar/Contoh Reklame. 

5. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. 

Bukti lunas Pajak Reklame tahun yang berjalan. 

Persetujuan atau berita acara kesepakatan pemilik lokasi penyelenggara 

reklame. 

2. 

6. 

7. 

8. Rekomendasi Titik Pemasangan Reklame dari Tim Teknis 

Jangka Waktu Penyelesaian: 5 Hari Kerja. 

Biaya: Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin : 1 (satu) Tahun. 

28. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 

- Dasar Hukum 
1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan lzin Lokasi, 
Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. 

2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

Fotokopi KTP dan NPWP. 

3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah. 

4. Fotokopi Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhir. 

5. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bungo (sesuai dengan format Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang 

Pertimbangan Teknis Pertanahan). 

Peta Lokasi Tanah/lahan yang dimohonkan. 

7. Uraian Rencana Penggunaan/Pemanfaatan Tanah. 
Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa. 

9. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

10. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kabupaten Bungo. 

2. 

6. 

8. 

Jangka Waktu Penyelesalan :7 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
- Masa Berlaku lzin: -

29.1ZIN.... 16 
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29. 1ZIN PENEMPATAN KIOSS 
Dasar Hukum: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 
Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 
2. Fotokopi KTP. 

3. Surat Perjanjian Pemakaian Kios. 
Surat Rekomendasi Kadis Koperindag Kabupaten Bungo. 5. 

4. 

Fotokopi lzin Lokasi (lahan lebih dari 1 Ha). 
6. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin:3 (tiga) tahun. 

30. 1ZIN KERAMAIAN 

Dasar Hukum: 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. 

- Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP Pemohon. 

3. Surat Rekomendasi dari Camat Setempat. 
4. Surat Rekomendasi dari beberapa OPD terkait, yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, OPD yang membidangi Kesbangpol, Satpol-PP, dan OPD lain bila 

diperlukan. 
5. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara keamanan, 

kebersihan selama pelaksanaan kegiatan keramaian. 
6. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

ketertiban, dan 

Jangka Waktu Penyelesaian :5 Hari Kerja. 
Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku lzin : Selama kegiatan berlangsung 

31. PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Keglatan Non Berusaha) 
Dasar Hukum: 
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 Tentang Norma, Standar, 
Rosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik 
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.26/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan 
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

Persyaratan: 
Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Izin Lingkungan yang belum efcktif. 
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya. 
4 Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kab. Bungo. 
5. Dokumen Penyusunan Amdal/UKL-UPL. 

6. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin:5 (lima) Tahun. 

32.PERSETUJUAN.. 17 
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32. PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Kegiatan Non Berusaha) 
Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 
Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat. 

Persyaratan: 
1. Surat Permohonan. 

2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB dan Komitmen Andalalin. 

3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya. 
Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 

5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang 

tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. 
6. Rekomendasi/ Berita Acara hasil evaluasi Tim Teknis Andalalin/Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bungo. 
- Jangka Waktu Penyelesaian :7 Hari Kerja. 

- Biaya: Membayar PNPB sesuai Permenhub No 45 Tahun 2019. 
- Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun. 

33. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 
Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 

Persyaratan: 
1. Permohonan di atas Materai Rp. 6.000,- diketahui Lurah/Rio dan Camat. 

2. Fotokopi KTP pemohon. 

3. Fotokopi PBB tahun berjalan. 

Fotokopi Sertifikat/surat tanah. 

5. Fotokopi Gambar dan RAB yang disahkan Dinas Terkait. 

Sket lokasi/denah bangunan. 

7. Surat pernyataan perbatasan sempadan bangunan. 

6. 

8. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

Keputusan 9. TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) bagi 
pengembang/Developer 

10. Izin Lingkungan UKL-UPL/SPPL (bagi pengembang). 

11. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi pengembang). 

12. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), dan Fotokopi SK Pimpinan Kegiatan 

(khusus untuk bangunan kantor, kelembagaan, pendidikan, social dll yang 

sejenis). 
13. Surat pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT dan Ketua RW lokasi 

Bangunan, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat 

(khusus untuk Rumah Ibadah). 

14. Surat persetujuan warga, Surat Penunjukan Pengurus, Fotokopi Akta Pendirian 

Perusahaan, Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa, dan Rekomendasi Dinas 

Kominfo (khusus untuk bangunan tower). 

15. Rekomendasi dari TABG/OPD yang membidangi bangunan gedung terkait. 

Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja. 

Blaya Membayar Retribusi IMB. 
Masa Berlaku Izin: Berlaku selama bangunan berdiri selama tidak ada perubahan. 
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34. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung. 
Persyaratan 
1. Surat Permohonan. 

2. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang dikuasakan 

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 

4 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
5. Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha; 

6. Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah, 

7. Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan; 

8. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah; 
9. Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/Manajemen 

Konstruksi/Pengkaji Teknis; 
10. Data Penyedia Jasa Perencana; 

11. Data Penyedia Jasa Pelaksana; 

12. Data Penyedia Jasa Pengawas/Manajemen Konstruksi 

13. Data Penyedia Jasa Pengk�ji Teknis 
14. Data Umum Bangunan Gedung/Prasarana; 

15. Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan 

16. Gambar Arsitek lampiran IMB/PBG dan Perizinan yang terakhir terbit 

17. Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan; 

18. Laporan Pengawas yang bersertifikasi/ Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP; 
19. Laporan Testing Commisioning/Kajian Teknis oleh Pengkaji teknis bersertifikasi; 

Jangka Waktu Penyelesaian : 14 Hari Kerja. 

Biaya Tidak Ada Biaya. 

Masa Berlaku lzin 

35. SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL 

Dasar Hukum: 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 
Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. 

Persyaratan: 
. Surat Permohonan. 

Fotokopi KTP dan Biodata pemohon. 

3. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. 

Surat keterangan lokasi tempat praktik dari Rio/Lurah. 

5. Surat pengantar dari puskesmas setempat, 

6. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat 

kegiatan magang. 
7. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar. 

8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 

Jangka Waktu Penyele saian : 5 Hari Kerja. 

Blaya Tidak Ada Biaya. 
Masa Berlaku Izin: 2 Tahun. 

BUPATI BUNGO, 
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN BUPATi BUNGO 
NOMOR 162 /DPMPTSP/TAHUN 2022 

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BUNGO. 

A. ALUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SISTEM OSS RBA 

PETUGAS PENDAMPING OSS 

Veralhan NIB dan 

uko Fendah dan 
ACI yAIg bejum BACK OFFICE 

lenengalh Kenaa J nervdaftarkan irn va 
Tim Teknis / Pemegang Hak Akses Kepala Bidang PelayanaD 

Pernzinan 

Melakukan tentaa unu 

MeTvenitiKAi cOUten Serthkat Standar PELAKU USAHA 
INFORMASI enohon B:la diperlukan 

PEMOHO Bas yane sudai: 

merdiartarica: a 
aengAn iinzKA 

Paako Merengah Trigz| 
dan Tne menguneeah 

dokina pe ** 

dlakcuizan cek lapangaAn 

Kepala Dhnas 

Merzberican Persetuua 

Setelas Diretyi oleh Kepala DirA 

Pemoho apat ericerntak iin 
*** ***** 

B. ALUR PELAYANAN NON PERIZINAN BERUSAHA PADA APLIKASI SICANTIK 

BACK OFFICE 

Kepala Seksi Verifikasi 
Bala cdrpertikan tirnjau iapaga I 

FRONT OFFICE 

Melakukan ersthkast 

TIN Tekn1s OPD 

Repala Bsdang Peayanan 

rerzinn 

Petugas Pelayanan 

Merberkan rersetujuan 
PenerimaAn dAn 

Pemeriksanl BerKAs REKOMENDAS! 
PELAKU USAHA 

PEMOHON 
Tanda Ter1ma Berkns 

U'aha / Pemohon 
Kepala Dina 

Cetak Tanda Ter1ma inn Menetapkan Irin 

Penyerahan Izin 

Kepala Seksi Pemosesan 

IDitan 

lelnkukan renerbHtan / 

ABUPATI BUNGO, 

H. MASHURI 
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